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Indonesia harus keluar dari perangkap 
Pendapatan Menengah (Middle Income 
Trap)

• Indonesia telah masuk menjadi negara
berpendapatan menengah (middle income) sejak
tahun 1985, namun hingga saat ini belum mampu
keluar dari kelas ini.

• Middle Income Trap : Suatu keadaan ketika suatu
negara berhasil mencapai tingkat pendapatan
menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan
tersebut untuk menjadi negara maju. PDB perkapita
US$996 - US$12.055.

• Menurut Bank Dunia diperlukan waktu 42 tahun
suatu negara berubah dari pendapatan menengah ke
pendapatan tinggi, seharusnya tahun 2027 Indonesia
masuk negara berpendapatan tinggi.

Kategori PDB Perkapita

Lower Middle 

Income

US$ 996 - US$3.895

Upper Middle 

Income US$ 3.896 - US$12.055

High Income > US$12.056

PDB Perkapita Indonesia saat
ini pada kisaran US$ 3896
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Negara yang masuk perangkap 
Pendapatan Menengah akan:

➢Kehilangan keunggulan kompetitif mereka dalam mengekspor barang-
barang jadi karena gaji pekerja di negara tersebut meningkat.

➢Pada saat yang sama, daya saing negara-negara kalah dibanding negara-
negara maju.

➢Kondisi lapangan kerja yang buruk.

➢Akibatnya, negara-negara yang baru saja terindustrialisasi (seperti 
Afrika Selatan dan Brasil) belum keluar dari kelompok pendapatan 
menengah selama beberapa dasawarsa.
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Perlu upaya khusus agar terbebas dari 
perangkap Pendapatan Menengah

• Pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, tidak cukup 5,3 %, 
seharusnya bisa diatas 7 %.

• China, Korea Jepang, pernah tumbuh 2 digit.

• Namun, hingga saat ini Pertumbuhan Ekonomi Indonesia masih berada pada 
rentang 5%, yakni:

Triw III-2019 Terhadap Triw III-2018 (y on y), 5.02% dan

Triw III-2019 Terhadap Triw III-2018 (c to c), 5.04%.

• Dengan demikian, Indonesia belum mampu untuk keluar dari perangkap 
pendapatan menengah.
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Laju Pertumbuhan PDB Menurut 
Lapangan Usaha (persen) 

• Sektor Lapangan usaha yang memiliki laju
pertumbuhan tertinggi yaitu:

• (R,S,T,U) Jasa Lainnya, 10.72% yoy

• (M,N) Jasa Perusahaan, 10.22% yoy

• (Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 9.19% yoy

• (J) Informasi dan Komunikasi, 9.15% yoy.

Laju PDB Menurut Pengeluaran 
(Persen)
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• Kelompok Pengeluaran yang memiliki laju
pertumbuhan tertinggi yaitu:

• Pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit rumah
tangga (LNPRT) 7.44% yoy

• Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, 5.01% yoy,
dan

• Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) 4.21%
yoy
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Kelompok Lapangan Usaha

Triwulan III 2019 Tenaga Kerja (Feb 2019)

Triliun Persen (%) Jiwa Persen (%)

A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 546.90 13.45 38,109,196 29.46

B Pertambangan dan Penggalian 281.70 6.92 13.45 1.06

C Industri Pengolahan 798.10 19.62 6.92 14.09

D Pengadaan Listrik dan Gas 47.10 1.16 19.62 0.24

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2.70 0.07 415,278 0.32

F Konstruksi 431.30 10.60 7,624,749 5.89

G

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor 529.50 13.02 24,468,769 18.92

H Transportasi dan Pergudangan 224.70 5.52 5,202,667 4.02

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 110.90 2.73 8,796,831 6.80

J Informasi dan Komunikasi 160.70 0.95 942,258 0.73

K Jasa Keuangan dan Asuransi 170.20 4.19 1,784,361 1.38

L Real Estat 111.00 2.73 337,609 1.31

M,N Jasa Perusahaan 77.80 1.91 1,690,871 0.26

O

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 139.60 3.43 5,148,575 3.98

P Jasa Pendidikan 133.60 3.28 6,599,165 5.10

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 44.00 1.08 1,983,783 1.53

R,S,T,U Jasa Lainnya 79.30 1.95 6,346,622 4.91

PDB 4067.80 100.00 129,366,192 100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kontribusi Sektor Lapangan Usaha pada PDB Indonesia Kuartal III 2019

• Sektor Lapangan usaha yang
memberikan kontribusi
pendapatan nasional dan
tenaga kerja tertinggi adalah
sektor:

• (C) Industri Pengolahan:
menyumbang 19.62% PDB
dan 14.09% Tenaga Kerja

• (A) Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan: menyumbang
13.45% PDB dan 29.46%
Tenaga Kerja

• (G) Perdagangan dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor: menyumbang 13.02%
PDB dan 18.92% Tenaga Kerja
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Kontribusi Sektor Lapangan Usaha pada 
PDB Indonesia Kuartal III 2019

• Sektor (C) Industri Pengolahan, sektor (A) Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan, dan sektor (G) Perdagangan dan Eceran, Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor merupakan sektor-sektor yang memberikan kontribusi

pendapatan nasional dan tenaga kerja terbesar di Indonesia (Triwulan III

2019).

• Pembebanan Pajak yang berlebihan pada sektor-sektor tersebut akan berisiko

terhadap anjloknya perekonomian pada masa yang akan datang.
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Kontribusi Kelompok Pengeluaran pada PDB Indonesia 
Kuartal III 2019

Komponen Triwulan III 2019

Triw III-2019 

Terhadap Triw III-

2018 (y-on-y)

Triliun Persen (%) Persen (%)

Pengeluaran Konsumsi Rumah 

Tangga 2298.9 56.52 5,01

Pengeluaran Konsumsi LNPRT 50.7 1.25 7,44

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 340 8.36 0,98

Pembentukan Modal Tetap Bruto 1314.6 32.32 4,21

Perubahan Inventory 61.8 1.52 -

Ekspor Barang dan Jasa 762.8 18.75 0,02

Impor Barang dan Jasa 765 18.81 -8,61

PDB 4067.8 100 5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kelompok pengeluaran yang memberikan
kontribusi PDB tertinggi adalah kelompok:

• pengeluaran konsumsi rumah tangga
sebesar 56.52%, serta

• Investasi (pembentukan modal tetap
bruto) sebesar 32.32%.

• Menurut kelompok pengeluaran, PDB di

Indonesia masih didominasi oleh

kelompok konsumsi Rumah Tangga dan

Investasi.

• Tidak dianjurkan untuk menambah

beban pajak pada kelompok tersebut

akan berakibat pada penurunan

konsumsi dan menurunnya

perkembangan investasi di Indonesia.

8



Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha (per subsektor Miliar Rp)
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Lanjutan Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha (per subsektor Miliar Rp)
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Lanjutan Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha (per subsektor Miliar Rp)
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• Berdasarkan besarnya kontribusi dari sektor pertanian dapat dilihat

bahwa dari tahun 2017-2018 subsektor yang terbesar adalah

subsektor Pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian

• Adapun besarnya kontribusi dari industri pengolahan didominasi oleh

industri makanan dan minuman

• Sedangkan kontribusi dari sektor perdagangan besar dan eceran

didominasi oleh subsektor perdagangan besar dan eceran, bukan

mobil dan sepeda motor

• Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat penerapan pajak pada ke tiga

subsektor ini harus lebih hati-hati agar tidak terlalu mengganggu

pertumbuhan ekonomi.

Lanjutan Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha (per subsektor Miliar Rp)

12



Perkembangan Investasi Berdasarkan Sektor
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Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia
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Dampak Perang Dagang terhadap Indonesia

• Adanya perang dagang antara Amerika serikat dengan China juga menjadi salah 
satu faktor yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia

• Amerika Serikat telah meningkatkan tingkat perlindungan impor terhadap 
eksportir dari Tiongkok (China)

• Perlindungan impor dilakukan dengan meningkatkan tarif impor sebesar 25 
poin persentase terhadap hampir 1300 produk yang diimpor dari Tiongkok

• Hal ini menyebabkan Tiongkok juga melakukan hal yang sama pada sejumlah 
barang yang diimpor dari Amerika Serikat

• Adanya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China ini kemudian 
dapat berdampak pada perekonomian Indonesia
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Dampak Perang Dagang terhadap Indonesia

Dari sejumlah studi ditunjukkan pengaruh dari perang dagang pada perekonomian Indonesia dapat melalui empat 
saluran:

1. Ketidakpastian pasar keuangan: meningkatnya ketidakpastian perdagangan global menyebabkan investor 
menarik investasi dari Indonesia khususnya pada ekuitas dan utang negara yang dapat memperburuk 
ketidakstabilan dalam arus modal; pertumbuhan ekspor yang melambat dan defisit perdagangan serta 
rendahnya arus modal asing yang masuk ke Indonesia membuat Indonesia rentan pada saluran ini

2. Jalur perdagangan langsung: Indonesia mungkin mendapatkan manfaat dengan meningkatnya ekspor yang 
lebih tinggi ke Amerika Serikat dan Tiongkok karena kedua negara ini saling mengganti pemasok ke pemasok 
lain

3. Saluran perdagangan dan pertumbuhan tidak langsung: dalam jangka pendek hingga menengah ekspor
Indonesia mungkin lebih rendah karena permintaan yang menurun untuk barang intermediate inputs akibat
menurunnya kegiatan ekonomi di Amerika dan China

4. Saluran investasi langsung: dalam jangka pendek adanya ketidakpastian dapat mengurangi prospek investasi
secara global, seiring dengan meningkatnya premi risiko. Dalam jangka menengah dapat mempercepat
proses investasi China di luar negeri sebagai salah satu cara yang dilakukan China untuk menghindari
lonjakan tarif impor Amerika. Potensi relokasi investasi china ke Indonesia akan menguntungkan meskipun
tidak setinggi potensi Vietnam dan Malaysia yang produk ekspornya lebih mirip dengan produk ekspor China.
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Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan
Indonesia untuk mengurangi ketidakpastian
eksternal

1) Membantu produsen dalam negeri yang memiliki potensi untuk
menggantikan eksportir China ke Amerika dengan memfasilitasi
akses terhadap barang intermediate inputs yang diperlukan

2) Memastikan ketersediaan keuangan, termasuk pembiyaan
perdagangan yang diperlukan untuk produksi dan ekspor
tambahan

3) Menarik calon investor dengan mengurangi pembatasan untuk
investasi di sektor terkait termasuk batasan bagi ekuitas asing, 
persyaratan kandungan lokal dan perizinan investasi yang rumit
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Kita Memerlukan kebijakan fiskal yang lebih 
Ekspansif

• Sektor-sektor ekonomi yang penting bagi 
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perlu 
mendapat dukungan fiskal yang memadai.

18



Kondisi penerimaan pajak Indonesia

• Berdasarkan Gambar disamping
menunjukkan bahwa penerimaan
pajak mulai menurun sejak tahun 2013
yang mengindikasikan bahwa Indonesia
tidak dapat meningkatkan belanja
negara tanpa ada upaya untuk
meningkatkan penerimaan dari sisi
pajak

Catatan:

Data tahun 2017 didasarkan pada data realisasi awal; AP adalah singkatan dari program amnesti pajak; Non-Migas untuk non-minyak dan gas; PPh

untuk pajak penghasilan; PPN untuk pajak pertambahan nilai; PPnBM untuk pajak penjualan barang mewah; PNBP untuk penerimaan negara bukan

pajak.

Gambar 3 Realisasi penerimaan pajak
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Yang menyebabkan rasio pajak terhadap PDB 
Indonesia sangat rendah

1) Basis pajak Indonesia terlalu sempit

2) Rendahnya kualitas pemungutan pajak dan kemudahan membayar pajak

3) Perlakuan yang tidak setara dalam peraturan pajak meningkatkan inefisiensi sistem
pajak yang menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan inklusif

4) Faktor siklus juga menyebabkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB menurun
karena sebagian besar penerimaan Indonesia secara tradisional berasal dari harga
komoditas seperti minyak dan non-migas. Jatuhnya harga minyak atau adanya resesi
yang menyebabkan ekspor non-migas menurun berpengaruh pada penurunan
penerimaan pajak. Karena itu basis pajak perlu diperluas.

5) Struktur perekonomian juga menyebabkan penurunan rasio pajak terhadap PDB 
karena adanya ketergantungan dan kurangnya diversifikasi dari penerimaan sumber
daya alam merupakan salah satu kendala struktural bagi upaya pemungutan
penerimaan

6) Besarnya ekonomi informal yang cenderung memiliki kualitas yang rendah sehingga
kurang mampu menanggung beban perpajakan
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Perlunya kebijakan fiskal yang lebih inklusif

▪ Kecukupan dan stabilitas penerimaan harus ditingkatkan untuk memenuhi 
kebutuhan pengeluaran pemerintah. 

▪ Meningkatkan efisiensi APBN

▪ Kesederhanaan dan transparansi dimana pemerintah harus berupaya untuk 
mengurangi beban kepatuhan bagi wajib pajak dengan menyederhanakan 
peraturan pajak dan membuat agar semua ketentuannya transparan. 
Kesederhanaan dan transparansi pemerintah akan mempermudah tugas 
pengelolaan penerimaan, yang pada gilirannya akan memfasilitasi berjalannya 
manajemen kepatuhan yang lebih efektif dan lebih murah
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Perlunya kebijakan fiskal yang lebih inklusif

▪ Mengalokasikan lebih banyak belanja negara pada sektor-sektor prioritas yang dapat 
mendorong pertumbuhan.

▪ Indonesia juga harus meningkatkan efektivitas belanja publik di semua sektor khususnya 
sektor pendidikan untuk mendukung pertumbuhan inklusif

▪ Adanya reformasi belanja dan penerimaan secara gabungan yang dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi

▪ Pengeluaran untuk infrastruktur agar lebih efisien dan fokus guna membuka akses pasar 
yang lebih besar bagi individu dan bisnis dan sekaligus meningkatkan daya beli.

▪ Alokasi pengeluaran yang lebih baik untuk layanan kesehatan dan pendidikan akan 
meningkatkan harapan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia, dan meningkatkan 
modal manusia yang mendorong pertumbuhan dan mengurangi ketimpangan di masa 
depan

▪ Dengan cara ini maka reformasi fiskal baik pada penerimaan maupun pengeluaran akan 
membantu Indonesia mempercepat penurunan ketimpangan dan mempertahankan 
pertumbuhan yang tinggi dalam jangka menengah hingga jangka panjang
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Beberapa sumber pajak yang perlu digali, sekaligus 
mengatasi eksternalitas.

1) Indonesia dapat menaikkan cukai tembakau untuk mengatasi masalah 
kesehatan dan meningkatkan penerimaan

2) Indonesia dapat mengefisiensikan dan menaikkan pajak untuk kendaraan 
bermotor yang dapat meningkatkan penerimaan dan mengurangi polusi udara.

3) Indonesia dapat memberlakukan cukai kantong plastik untuk membantu 
mengatasi masalah lingkungan
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Penerapan pajak dalam ekonomi digital untuk 
meningkatkan penerimaan pajak

• Dibeberapa negara seperti India telah menerapkan pajak terhadap ekonomi digital
yaitu Equalization Levy Rules atau Google Tax. China juga telah menerapkan
kebijakan pajak preferensial atas beberapa unicorn seperti Alibaba, Tencent dan
Baidu.

• Meningkatkan penerimaan dari transaksi online yang berbasis di luar negeri.

• Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia juga harus lebih aware terhadap
pertumbuhan ekonomi digital saat.
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